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ABSTRAK

Penataan sistem pemilihan umum menjadi elemen strategis dalam menjaga
kualitas demokrasi serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang
berlandaskan prinsip keadilan konstitusional. Namun, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI1/2024 mengenai pemisahan pemilu nasional dan
pemilu daerah menimbulkan perdebatan karena Mahkamah Konstitusi dinilai
melampaui kewenangannya dengan membentuk pengaturan baru terkait desain
penyelenggaraan pemilu. Kondisi ini memunculkan persoalan hukum mengenai
bentuk perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penataan pemilu
melalui  Putusan Nomor 135/PUU-XXI1/2024 serta pandangan Siyasah
Qadha’iyyah terhadap perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), dan
pendekatan historis (historical approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri
atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer
meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI1/2024. Adapun bahan hukum sekunder berupa
buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan objek penelitian.
Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi
dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan
metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
135/PUU-XXI11/2024 mencerminkan adanya perluasan kewenangan Mahkamah
Konstitusi yang ditandai dengan pergeseran peran dari negative legislator menuju
positive legislator. Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma
mengenai pemilu serentak, tetapi juga merumuskan pengaturan baru berupa
pemisahan pemilunasional dan pemilu daerah dengan rentang waktu pelaksanaan
antara dua hingga dua setengah tahun. Dalam perspektif Siyasah Qadha’iyyah,
putusan tersebut dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umum
(al-maslahah al-'ammah) melalui perbaikan kualitas demokrasi, peningkatan
partisipasi politik masyarakat, serta pengurangan kompleksitas penyelenggaraan
pemilu. Namun, pembentukan norma baru ini juga dinilai berpotensi melampaui
batas kewenangan yudisial dan menimbulkan persoalan terhadap prinsip
pembagian kekuasaan serta mekanisme checks and balances dalam sistem
ketatanegaraan.

Mahkamah Konstitusi perlu menjalankan kewenangannya secara
proporsional sesuai batas konstitusi guna menghindari tumpang tindih dengan
legislatif. Selain itu, diperlukan penguatan pengaturan mengenai batas kewenangan
Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan norma hukum guna menjaga
keseimbangan antarlembaga negara, menjamin kepastian hukum, serta
mewujudkan kemaslahatan yang selaras dengan prinsip-prinsip Siyasah
Qadha’iyyah dan demokrasi konstitusional.
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